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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya tidak 

terlepas dari peranan organisasi itu sendiri dan peran Sumber Daya Manusia 

(SDM) memiliki kedudukan yang penting pada pelaksanaan proses kerja 

organisasi. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan 

merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Tanpa orang-orang yang 

memiliki keahlian atau kompetensi maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat 

berjalan. Banyaknya keunggulan yang dimiliki organisasi, tidak akan 

memaksimalkan produktivitas tanpa adanya komunitas pegawai yang berkeahlian, 

kompeten, berdedikasi tinggi terhadap organisasi oleh karena itu manajemen 

sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk mengatur tenaga kerja tersebut, 

sehingga semua tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Menurut Malayu S.P 

Hasibuan (2017:10) mendefinisikan manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Budaya kerja merupakan pernyataan filosofis, dapat difungsikan sebagai 

tuntutan yang mengikat pada karyawan karena dapat diformulasikan secara formal 

dalam berbagai peraturan dan ketentuan perusahaan. Budaya kerja, merupakan 

sekumpulan pola perilaku yang melekat secara keseluruhan pada diri setiap 
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individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya berarti juga meningkatkan 

dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya membiasakan pola perilaku 

tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. Menurut Schein 

(2014:17) definisi budaya kerja adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, 

ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran 

untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang terjadi 

dalam perusahaan dan oleh karena itu diajarkan kepada anggota-anggota baru 

sebagai cara yang tepat untuk memahami, memikirkan dan merasakan terkait 

dengan masalah-masalah tersebut. 

Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagai organisasi yang 

mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh 

perangkat/instansi vertikal pemerintah daerah maka penilaian kinerja bagi 

aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya 

melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja 

bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, 

motivasi, dan guna penyesuaian anggaran organisasi. Tetapi persoalannya, apakah 

penilaian yang dilakukan telah menggambarkan kinerja yang sebenarnya. Hal ini 

akan sangat ditentukan oleh ketajaman dalam menentukan cakupan, cara dan 

indikator-indikator yang digunakan. Suatu penilaian yang menggunakan cakupan, 

cara dan indikator yang sangat terbatas akan memberikan hasil yang sangat 

terbatas pula dan berarti kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

Selama ini, penilaian secara sistematik terhadap kinerja aparatur belum menjadi 
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tradisi, sehingga berakibat pada munculnya perdebatan yang tidak terselesaikan 

ketika terjadi hasil penilaian yang berbeda antara pihak yang satu dengan lainnya. 

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah sudah seharusnya 

mempunyai tanggung jawab dan kedisiplinan yang tinggi untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

mengatur Pegawai Negeri Sipil, salah satu diantaranya adalah Peraturan 

Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalam 

peraturan tersebut berisi mengenai kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar larangan yang 

diatur dalam peraturan tersebut. 

Disiplin  kerja  digunakan  terutama  untuk  memotivasi  karyawan  agar  

dapat  mendisiplinkan  diri dalam melaksanakan  pekerjaan,  baik  secara 

perorangan   maupun   kelompok   dan   disiplin kerja  sangat  penting  dalam  

usaha  organisasi untuk  mencapai  tujuannya,  sehingga  berbagai kegiatan  harus  

dilakukan  untuk  meningkatkan disiplin  kerja  dengan  cara  memberikan  

motivasi.  

Berdasarkan pengamatan dilapangan dari segi disiplin mengikuti apel 

pagi masih ditemukan pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, hal ini dilihat dari 

laporan dari tiap-tiap Bagian di Sekretariat Daerah kepada Komandan Apel ketika 

pelaksanaan apel pagi. Selain itu untuk tingkat kehadiran pegawai masih ada yang 

hadir lewat dari waktu yang ditentukan yaitu jam 07.00. Berikut rekapitulasi data 
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mengenai Kehadiran pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 

2020. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Ketidakhadiran Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus 
pada Pelaksanaan Apel Pagi  

Tahun 2020 

No Bulan 

Prosentase 
Ijin Tidak 

Masuk 
Kerja 

Ijin Tidak 
Ikut Apel 

Tanpa 
Keterangan 

Jumlah 
Prosentase 

1 Bagian Hukum 2,2% 0,4% 0,0% 2,6% 

2 Bagian 
Kesejahteraan 
Rakyat 

2,0% 2,8% 0,0% 4,8% 

3 Bagian Organisasi 1,3% 4,8% 0,0% 6,0% 

4 Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa 

0,3% 2,2% 0,0% 2,5% 

5 Bagian 
Perekonomian dan 
Administrasi 
Pembangunan 

0,0% 1,1% 0,0% 1,1% 

6 Bagian Perlengkapan 
dan Keuangan 

1,8% 1,8% 0,0% 3,7% 

7 Bagian Tata 
Pemerintahan 

9,9% 4,0% 1,6% 15,5% 

8 Bagian Umum 0,6% 0,8% 0,0% 1,4% 

 Rata-rata 2,3% 2,2% 0,2% 4,7% 

  Sumber: BKPP Kab. Kudus (data diolah),  2020. 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat Kehadiran apel pagi 

pegawai Sekeratriat Daerah Kabupaten Kudus tidak ada yang menunjukkan 

tingkat kehadiran 100%. Apel pagi rata-rata tidak diikuti oleh 4,7% dari total 

pegawai , atau hanya diikuti oleh 95,3% dari total pegawai Sekretariat Daerah 
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Kabupaten Kudus. Data tersebut menggambarkan bahwa tingkat kedisiplinan 

pegawai untuk dapat mengikuti apel dan mengikuti aturan yang berlaku 

cenderung belum optimal. 

Faktor disiplin dipandang sebagai suatu aspek yang penting karena melalui 

disiplin ini dapat diciptakan kesadaran dari setiap pribadi setiap anggota 

organisasi terhadap eksistensinya serta konstribusi yang dituntut dari padanya 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan pribadinya. Namun dalam 

kenyataannya faktor kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sering mendapat sorotan 

tajam dari masyarakat, karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran disiplin 

ringan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, seperti : tidak mengikuti apel 

pagi yang menunjukkan kehadiran dan kepulangan pegawai tidak sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan, tidak mengikuti senam kesehatan jasmani, kegiatan acara 

agama bulanan hingga tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.  

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2017:193), kedisiplinan adalah kesadaran dan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat, yang berupa ketaatan 

(obedience) terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma, dan 

kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Sikap dan perilaku 

disiplin akan muncul pada diri pribadi apabila ada suatu penekanan, penciptaan 

dari lingkungan dimana individu berinteraksi, terutama dalam lingkungan kerja. 

Disiplin kerja akan tercipta apabila suatu organisasi atau instansi menetapkan 
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aturan dan ketetapan sesuai dengan budaya dan kesepakatan bersama, agar tujuan 

organisasi tercapai. 

Motivasi yang mendasari prilaku seseorang berbeda antara satu dengan yang 

lain, meskipun mungkin terdapat kemiripan antara satu dengan yang lain pastilah 

sebagai pribadi yang unik, masing-masing pribadi mempunyai kekhasan yang 

dominan yang menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini 

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai karyawan dalam suatu 

organisasi. Pengetahuan akan motivasi dan pemberian motivasi pada karyawan 

merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan. Hal ini karena 

motivasi dapat meningkatkan performa kerja dan performa organisasi itu sendiri. 

Pimpinan harus memahami sumber motivasi terbesar PNS dan bagaimana cara 

untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi tersebut. Motivasi dapat 

menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan 

hasil yang terbaik. Oleh karena itulah tidak heran jika pegawai yang mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk 

itu alangkah lebih baik jika motivasi kerja pegawai perlu juga dibangkitkan dan 

ditingkatkan agar pegawai dapat menghasilkan kinerja yang terbaik. 

Motivasi kerja dan disiplin kerja adalah dua hal yang berbeda, namun kedua 

hal tersebut mempunyai hubungan pada pelaksanaan aktivitas sebuah pkerjaan. 

Motivasi kerja begitu penting dalam usaha untuk meningkatkan dan menegakkan 

disiplin kerja para pegawai untuk mencapai hasil kerja secara maksimal. Motivasi 

adalah faktor yang menjadi dorongan individu untuk melaksanakan kegiatan 
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tertentu, dan sebab itu motivasi sering diartikan juga sebagai faktor pendorong 

tingkah laku individu. 

Pegawai diwajibkan menciptakan kondisi budaya kerja yang kondusif dan 

dapat mendukung terciptanya kinerja yang baik. Hal inilah yang merupakan 

sasaran bagi pegawai dalam menciptakan budaya kerja yang diinginkan atau 

budaya yang kuat maka upaya yang ingin dicapai adalah untuk menciptakan 

budaya kerja  yang baik  sehingga dapat  meningkatkan kinerja para karyawan di 

lingkungan perangkat daerah.  

Pengukuran kinerja pada suatu instansi merupakan suatu tindakan 

pengukuran terhadap berbagai aktivitas yang telah dilakukan perusahaan yang 

dapat digunakan sebagai umpan balik untuk dapat memberikan informasi tentang 

keberhasilan pelaksaan perencanaan dan untuk mengetahui apakah diperlukan 

perbaikan untuk masa akan datang. Tujuan dan manfaat dari kinerja dapat 

digunakan sebagai motivasi terhadap karyawan untuk dalam mencapai visi, misi, 

dan sasaran yang telah ditetapkan perusahaan dalam mematuhi standar perilaku 

yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diinginkan 

perusahaan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kudus? 
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b. Bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kudus? 

c. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kudus? 

d. Bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap motivasi kerja pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kudus? 

e. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus? 

f. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dalam memoderasi disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus? 

g. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dalam memoderasi budaya kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

b. Menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

c. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap motivasi kerja pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kudus. 

d. Menganalisis pengaruh budaya kerja terhadap motivasi kerja pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kudus. 
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e. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

f. Menganalisis pengaruh motivasi kerja dalam memoderasi disiplin kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

g. Menganalisis pengaruh motivasi kerja dalam memoderasi budaya kerja 

terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat sebagai bahan 

masukan bagi instansi khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, 

mengenai pengaruh disiplin kerja dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai, 

serta mengetahui kemampuan motivasi kerja dalam memperkuat atau 

memperlemah pengaruh disiplin kerja dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

 


